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selesainya penyusunan buku Optimalisasi Pengelolaan BMD Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Buku ini disusun untuk
memenuhi kebutuhan yang berasal dari semua kalangan, baik itu
pegawai pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat, para akademisi,
mahasiswa, dan stakeholder, serta para pemangku kepentingan lainnya
yang tertarik seputar permasalahan pengelolaan aset/barang milik daerah.
Buku ini disusun berdasarkan kenyataan yang ada bahwa masih banyak
yang belum mengetahui tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Buku ini ditulis untuk dapat memberikan pemahaman dan wawasan
tentang pengelolaan BMD dalam pelaksanaannya.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. dengan

Pengelolaan BMD saat ini semakin berkembang dan kompleks.
Namun, di sisi lain kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara
optimal karena banyaknya permasalahan yang muncul serta praktik
pengelolaan yang penanganannya belum maksimal. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang pejabat yang melakukan
pengelolaan BMD termasuk kewenangannya. Selain itu, ruang lingkup
pengelolaan BMN/D diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 yang
mengamanatkan tentang semua aktivitas berkaitan dengan BMN/D
yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama
pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama
pemanfaatan infrastruktur), pengamanan meliputi administrasi, fisik, dan



hukum dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan
(meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal
pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Akhirmya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan
kepada seluruh sahabat yang telah mencurahkan pikirannya untuk
mewujudkan buku ini. Penyempurnaan maupun perubahan buku pada
masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan seiring dengan
perkembangan situasi, kebijakan, dan peraturan yang terus-menerus
terjadi. Harapan kami buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita
semua serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin.

Bandung, Juli 2022

Dr. Dadang Suwanda, SE., M.M., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si.
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A. Pengertian BMD

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan BMD menjadi semakin
kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.
Pengaturan mengenai Pengelolaan BMD yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD belum
sepenuhnya mengakomodasi beberapa kebutuhan pengaturan dalam
pengelolaan BMD, sehingga perlu dilakukan perubahan. Sebagai kebijakan
dalam pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan BMD, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD (BMN/D) dan perubahannya,
yaitu PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMD.

PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020
pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai
pengelolaan BMD (BMN/D) yang telah ada sebelumnya, mengatur
hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada



sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar
tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat
diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 27 Tahun
2014 diharapkan pengelolaan BMD semakin tertib, baik dalam hal
pengadministrasiannya maupun pengelolaannya sehingga pada masa
mendatang dapat lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan BMD saat ini tidak lagi sekadar administratif semata,
melainkan lebih maju lagi yakni bagaimana meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan menciptakan nilai tambah. Semua itu akan terwujud
melalui pengelolaan BMD yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
Pengaturan dalam rangka pengelolaan terhadap BMD mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan yang lebih
teknis dalam pelaksanaan pengelolaan BMD masih mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Pengelolaan BMD dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan
orang dan mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jika
dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016, siklus pengelolaan BMD dapat dilihat pada gambar berikut.

& / SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D
\\ APBN/D

__PENETAPAN STATUS —Sewa
PENGGUNAAN INSIDENTAL: :;‘e"rij:'g:r:?‘
i A ] Pemanfaatan

i A T —Bangunan Guna
. Serah/Bangunan
Serah Guna

]

* Penjualan
* Hibah i
* Tukar-menukar
* Penyertaan

Modal

Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan BMN/D



B. Konsep Pengelolaan BMD

BMD selama ini lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang
baik, dan sekadar kegiatan administratif semata. Dalam perjalanannya,
banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan BMD, baik yang berkaitan
dengan status dan nilai yang tidak jelas maupun penggunaan dan
pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat
memungkinkan terjadinya kerugian keuangan daerah.

Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya diubah
dengan paradigma baru yang berpikir lebih maju dalam mengelola BMD,
yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan
nilai tambah dalam mengelola aset. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014, pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan
asas-asas berikut.

1. Fungsional, yaitu setiap pengambilan keputusan dalam rangka
pengelolaan BMD harus dilakukan sesuai fungsi, kewenangan, dan
tanggung jawab masing-masing.

2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan
berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh hak informasi.

4. Efisiensi, yaitu arah pengelolaan BMD agar sesuai batasan standar
kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tupoksi secara
optimal.

5. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder/rakyat.

6. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung adanya
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta neraca pemerintah.

Pengelolaan BMD yang lebih profesional dan modern dengan
mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.



Paradigma Lama

Gambar 1.2 Perubahan Paradigma Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD adalah salah satu penjabaran pelaksanaan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang
menjadi tuntutan masyarakat selaku stakeholder, yaitu terwujudnya
suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif,
transparan, dan akuntabel. BMD merupakan komponen penting dalam
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan BMD memerlukan perhatian
tersendiri karena terjadi peningkatan nilai BMD dari tahun ke tahun
yang cukup signifikan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan
neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/
pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan
BMD tetap menjadi fokus utama, karena memiliki nilai yang sangat
signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan
kenyataan tersebut, upaya peningkatan akuntabilitas dan tranparansi
pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan
pengelolaan/pengelolaan aset/BMD. Faktor utama penyebab kelemahan
dalam pengamanan BMD adalah masih lemahnya sistem pengendalian
aset. Hal ini tidak lepas dari belum adanya dukungan sistem database
BMD yang terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh biro
keuangan dengan data aset yang biasa dikelola oleh biro perlengkapan/
umum. Dari segi administrasi banyak ditemukan aset yang dicatat
oleh pemerintah daerah tidak didukung dokumen yang memadai dari
aspek legalitas.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan BMD menjadi semakin
kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien,
maka Pengelolaan BMD dengan peraturan pemerintah yang baru yaitu



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
BMD dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan BMD beserta turunannya, yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan BMD mengakomodasi beberapa kebutuhan pengaturan
dalam pengelolaan BMD dan merupakan penyempurnaan terhadap
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Seluruh kegiatan siklus pengelolaan BMD dari mulai perencanaan
kebutuhan dan penganggaran hingga pengawasan dan pengendalian
merujuk pada peraturan ini sebagai aturan atau pedoman teknis yang
mengatur lebih lanjut pada setiap tahapan siklus pengelolaan BMD
tesebut. Hal ini mempermudah pemerintah daerah dalam menerapkan
pengelolaan BMD, antara lain tentang kebutuhan regulasi mengenai
tata cara perencanaan dan penganggaran, penatausahaan hingga
pelaporan BMD. Perbedaan setiap kebijakan yang diterapkan pada
tiap-tiap daerah tidak terjadi yang berimplikasi pada pemeriksaan oleh
auditor atas manajemen aset di daerah, di mana kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah daerah tersebut dijadikan dasar atau kriteria dalam
pemeriksaan.

Belum memadainya sistem pengendalian aset pada pemerintah
daerah secara tidak langsung akan menyebabkan tidak akurasinya
informasi aset sehingga sering kali ditemukan aset yang dicatat dan
dilaporkan secara fisik tidak sesuai dengan jenis, jumlah, dan status
aset. Ketidakakuratan informasi yang disajikan akan membuka peluang
pihak-pihak tertentu berusaha menguasai atau mengambil alih aset
tersebut. Selain itu, dari segi pembiayaan kadang kala aset yang tercatat
tidak diketahui sumber dananya, baik yang didanai oleh APBD, hibah,
sumbangan, maupun sitaan, dan sebagainya.

Perubahan paragdima tentang pengelolaan BMD dari sebelumnya
administrasi BMD menjadi pengelolaan BMD secara tidak langsung juga
akan mengubah sistem pengelolaan BMD yang telah ada. Pengelolaan
aset dengan paragdima yang baru sebagai pengelolaan aset mengakui
bahwa siklus pengelolaan aset mempunyai dampak terhadap penerimaan
dan pengeluaran APBD. Dengan paradigma ini diharapkan pemanfaatan
atas BMD dapat lebih dioptimalkan dan pengendalian internal atas
aset dengan sendirinya akan memadai seiring dengan perubahan
pengelolaan yang ada.



BMD merupakan salah satu kekayaan daerah yang digunakan
sebagai alat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung
pelayanan kepada masyarakat. Ironisnya walaupun memegang peran
yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam
pelaksanaan pengelolaannya belum dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Penatausahaan dan pelaporan aset tetap sangatlah berarti
terhadap kelayakan/kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam
melakukan penilaian BMD dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup
material karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 5
menyebutkan aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di
dalam paragraf 16 PSAP Nomor 7 menyebutkan bahwa untuk dapat
diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi
kriteria berikut
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Problem utama pengelolaan BMD antara lain adalah belum di-
lakukan inventarisasi secara lengkap (belum semua tercatat), belum
semua daftar aset yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya,
belum dilakukan penilaian, belum semua pelaporan BMD memadai.
Hal ini mengakibatkan penyajian nilai aset tetap sebagai komponen
aset terbesar dalam neraca belum diyakini kewajaran.

Penertiban BMD dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian,
sertifikasi, dan pelaporan seluruh BMD pada pemerintah daerah serta
pengamanannya BMD yang berada dalam penguasaan pemerintah
daerah. Penertiban dimaksudkan untuk mewujudkan penertiban dan
pengamanan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, baik secara
administratif, hukum, maupun fisik.

Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana hasil kegiatan
penertiban BMD tersebut dan apakah secara langsung memengaruhi
kewajaran nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan
sehingga kita dapat mengetahui hasil yang dicapai dari penertiban
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD.



C. Regulasi Kebijakan Pengelolaan BMD

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan
yang luas dalam mengurus dirinya termasuk dalam pengelolaan BMD.
Kewenangan pengelolaan BMD ini lebih tegas disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan BMD ditetapkan oleh kepala daerah.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN/BMD

Gambar 1.3 Dasar Hukum Pengelolaan BMN/D

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan BMD menjadi
semakin kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan
efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai pengelolaan BMD yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan BMD belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa
kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan BMD, sehingga perlu dilakukan
perbaikan. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan BMD merupakan penyempurnaan terhadap
ketentuan dalam peraturan pemerintah sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini merupakan pengganti
dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang masih memiliki



kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut di antaranya adalah belum
adanya aturan khusus mengenai pengelolaan BMD yang meliputi sewa
BMD, kerja sama pemanfaatan, maupun BMD yang terletak di luar
negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal badan
layanan umum dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38
Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan BMD sekarang.
Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang
pengelolaan BMD. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan
BPK serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan BMD.

Pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta perubahannya, yaitu sebagai
berikut.

Penyempurnaan siklus pengelolaan BMN/D.
Harmonisasi dengan peraturan lain.

Penguatan dasar hukum pengaturan.
Penyederhanaan birokrasi.

Pengembangan manajemen aset negara.
Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi.

A I S

Dengan perubahan tersebut, diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 ini mampu mengakomodasi dinamika pengelolaan BMD;
meminimalisasi multitafsir atas pengelolaan BMD; mempertegas hak,
kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengguna dan pengelola;
memiliki harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya.

Peraturan terbaru ini dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih
luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan
pemanfaatan BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif
dalam rangka pemanfaatan BMD pada penyediaan infrastruktur. Beberapa
ketentuan tambahan yang baru diatur di PP Nomor 27 Tahun 2014,
yaitu sebagai berikut.

1. Pengelolaan BMD pada Badan Layanan Umum/BLUD
Aset yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan BLUD
(BLUD) merupakan bagian dari kekayaan negara. BLU dan BLUD
berkembang pesat sebagai akibat urgensi pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu, seiring
dengan peningkatan jumlah BLU/BLUD dalam lingkup keuangan
negara, BMD yang berada di bawah penguasaan BLU/BLUD ini juga



perlu diatur pengelolaannya dalam peraturan pemerintah terkait
pengelolaan BMD. Akuntabilitas dan transparansi BLU/BLUD perlu
dijaga dan ditingkatkan guna maksimalisasi pelayanan yang dapat
diberikan kepada masyarakat.

Penambahan Aturan Terkait BMD Berupa Rumah Negara

Selama ini ada banyak sekali kasus pada beberapa kementerian/
lembaga yang berhubungan dengan penggunaan rumah negara yang
tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya ada rumah negara dihuni
oleh pensiunan secara tidak taat asas dan bahkan dimanfaatkan
dengan jalan disewakan kepada pihak lain. Hal ini perlu menjadi
perhatian pemerintah. Pengawasan dan pengendalian atas rumah
negara perlu diatur secara spesifik sebagai bagian dari pengelolaan
BMD. Dengan demikian, penyelenggaraan pengawasan dan
pengendalian BMD berupa rumah negara akan mempunyai payung
hukum yang kuat.

Pendapatan dari Pengelolaan BMD

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan BMD terutama dari
pemanfaatannya merupakan bagian yang perlu diperhatikan. Selama
ini pendapatan terkesan menjadi sumber penerimaan yang kurang
diperhatikan oleh pemerintah pusat/daerah. Padahal sesungguhnya
pendapatan memiliki potensi yang cukup besar apabila dapat
dikelola dengan efektif. Oleh karena itu, memasukkan pengaturan
terkait pendapatan atas pengelolaan BMD adalah langkah penting
yang seharusnya telah sejak lama diberlakukan.

Pemusnahan dalam Siklus Pengelolaan BMD

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan
BMD. Kegiatan pemusnahan ini tidak diakomodasi dalam peraturan
pemerintah sebelumnya. Munculnya kegiatan pemusnahan mendorong
terjadinya peningkatan efisiensi pengelolaan BMD sekaligus
meningkatkan akuntabilitas pengelola maupun pengguna BMD.
Dengan munculnya kegiatan pemusnahan, kegiatan penghapusan
otomatis menjadi akhir (ending point) dari siklus pengelolaan BMD.






5. TUGAS DAN WEWENANG
N PENGELOLA BMD

Perkembangan paradigma pengelolaan pemerintah daerah dan
paradigma pembangunan semakin menegaskan tentang pentingnya
implementasi prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance) dalam penyelenggaraaan pemerintahan di daerah. Dalam
kerangka good governance diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaannya,
yaitu TARIP (Transparan, Akuntabel, Responsibilitas, Informatif, dan
Partisipatif). Untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang baik juga
diperlukan adanya sinergi antara keuangan dan aset sehingga organisasi
pengelola barang menjadi satu wadah dengan pengelola keuangan.
Salah satu keuntungan bersatunya pengelolaan antara barang dan
keuangan adalah menjadikan penatausahaan keduanya lebih mudah
sehingga masalah-masalah perbedaan perlakuan atau pencatatan di
antara kedua hal tersebut dapat diminimalisasi.

Organisasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting
dalam pengelolaan BMD yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan
yang melingkupinya. Penanggung jawab utama pengelolaan BMD adalah
kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah sebagai pengelola BMD.
Selanjutnya, sekretaris daerah dibantu oleh biro/bagian perlengkapan,
kepala SKPD, kepala UPTD, penyimpan dan pengurus BMD. Berbeda



dengan SKPD/UPTD yang mengelola BMD di SKPD/UPTD masing-masing,
kepala biro/bagian perlengkapan bertugas mengoordinasi pengelolaan
BMD pada semua SKPD.

A. Pengertian Pengelola BMD

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Salah satu hal lain yang
paling penting dalam pengelolaan BMD adalah adanya kelembagaan
berkualitas yang mampu mengelola BMD dengan baik dan sesuai dengan
peraturan yang ada. Kelembagaan di sini adalah institusi termasuk
sumber daya manusia yang mengelola BMD tersebut. Peranan institusi
ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan BMD
karena sebagus apapun sistem yang tersedia jika tidak didukung oleh
kualitas kelembagaan yang baik pengelolaan BMD tidak akan berjalan
dengan baik.

B. Kelembagaan Pengelola BMD

Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan dengan baik, pemerintah
daerah diperbolehkan untuk membentuk kelembagaan/organisasi
perangkat daerah sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman
yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif,
dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-
masing, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Selain itu, organisasi pemerintah daerah seyogianya harus memenuhi
syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap
satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan
tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya
tersebut tiap-tiap satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik
antara usaha dan hasil kerja.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya memper-
timbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang
meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya
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4ang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
entang Perbendaharaan Negara sehingga apabila terdapat BMD yang
tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna
barang wajib diserahkan kepada pengelola barang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 mengatur bahwa
pengguna barang wajib menyerahkan BMD yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi pengguna barang (idle) kepada
pengelola barang. Dalam ketentuan ini pengelola barang bersifat pasif,
dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini harus didahului dengan
pelaksanaan inventarisasi dan audit. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya
kurang mampu meminimalkan BMD yang idle.

Untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan barang milik
negara, menteri keuangan selaku pengelola barang perlu secara proaktif
melakukan Iangkah-langkah penataan barang milik negara yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan
dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian dari kewenangan
yang dimiliki tersebut. Hal dimaksud berlaku pula bagi kepala daerah
dalam pengelolaan BMD.

Organisasi pengelolaan BMD dilakukan secara terpisah dengan
organisasi pengelola keuangan daerah. Namun, bisa saja pengelolaan
keuangan dan BMD berada pada satu orang, misalnya kepala dinas
yang berfungsi sebagai pengguna anggaran sekaligus sebagai pengguna
barang. Struktur organisasi pengelolaan BMD menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan Pengelola BMD

Struktur organisasi di atas memperlihatkan bahwa pada hakikatnya
Penanggung jawab dari keseluruhan pengelolaan BMD adalah kepala
daerah. Secara Operasional kepala daerah dibantu oleh:

1. sekretaris daerah selaku pengelola BMD;

2. kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola BMD selaku
pembantu pengelola BMD;

kepala SKPD selaky pengguna BMD;

kepala UPT daerah selaku kuasa pengguna BMD;

penyimpan BMD;

pengurus BMD.
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Nomenklatur pembantu pengelola BMD tidak terdapat di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tetapi diatur dalam




C. Tugas dan Wewenang Pengelola BMD

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa kelembagaan
dalam pengelolaan BMD meliputi pemegang kekuasaan pengelolaan
BMD, pengelola BMD, pembantu pengelola BMD, pengguna BMD, kuasa
pengguna BMD, pengurus BMD, dan penyimpan BMD. Tugas/wewenang/
tanggung jawab setiap kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
BMD. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, yaitu sebagai berikut.

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD.

Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD.

Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD.

Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan

persetujuan DPRD.

f.  Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan
BMD sesuai batas kewenangannya.

g. Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah atau bangunan.

h. Menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama
penyediaan infrastruktur.
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2. Pengelola BMD

Sesuai dengan pasal 10 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 tahun 2016, sekretaris daerah selaku pengelola barang
berwenang dan bertanggung jawab pada hal berikut.

a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD.

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD.

c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang
memerlukan persetujuan kepala daerah.

d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan BMD.

e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui
oleh kepala daerah atau DPRD.



g.

3.

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD.
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang
Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku

pejabat penatausahaan barang ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah. Pejabat penatausahaan barang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut.

a.

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada pengelola
barang.

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD kepada pengelola barang.

Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD
yang memerlukan persetujuan kepala daerah.

Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan BMD.

Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
kepala daerah atau DPRD.

Membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi BMD.

Melakukan pencatatan BMD berupa tanah atau bangunan yang
telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada kepala
daerah melalui pengelola barang, serta BMD yang berada
pada pengelola barang.

Mengamankan dan memelihara BMD.

Membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan BMD.

Menyusun laporan BMD.



4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Kepala SKPD selaku pengguna barang ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah. Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab
sebagai berikut.

a.

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD
yang dipimpinnya.

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya.

Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpin-
nya.

Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam pengua-
saannya.

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa
tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD
dan BMD selain tanah atau bangunan.

Menyerahkan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak di-
gunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada kepala daerah melalui pengelola barang.

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD.
Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas peng-
gunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran
dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam pengua-
saannya kepada pengelola barang.

Pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian
wewenang dan tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul pengguna barang. Penetapan
kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.



5.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengguna barang dibantu oleh pejabat penatausahaan pengguna

barang. Pejabat penatausahaan pengguna barang ditetapkan oleh kepala
daerah atas usul pengguna barang. Pejabat penatausahaan pengguna
barang adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada
pengguna barang. Pejabat penatausahaan pengguna barang berwenang
dan bertanggung jawab sebagai berikut.

a.

b.

6.

Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada
pengguna barang.

Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
Meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh
pengurus barang atau pengurus barang pembantu.

Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan.
Mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain.

Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.
Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan
oleh pengurus barang atau pengurus barang pembantu.
Memberikan persetujuan atas surat permintaan barang (SPB)
dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk
mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan.

Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun.

Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik BMD.

Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu.

Pengurus Barang Pengelola

Pengurus barang pengelola ditetapkan oleh kepala daerah atas

usul pejabat penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola adalah
pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada pejabat



penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola berwenang dan
bertanggung jawab sebagai berikut.

a.

Membantu menelitidan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada pejabat pena-
tausahaan barang.

Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD kepada pejabat penatausahaan barang.

Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemin-
dahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan kepala daerah.
Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan dari pengguna barang sebagai bahan pertimbangan
oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.
Menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah atau bangunan
yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada kepala daerah melalui
pengelola barang.

Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD.

Menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/kuasa
pengguna barang.

Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.
Merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semes-
teran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan
penyusunan Laporan BMD.

Pengurus barang pengelola secara administratif dan secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang
melalui pejabat penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas
dan fungsi administrasi pengurus barang pengelola dapat dibantu oleh
pembantu pengurus barang pengelola yang ditetapkan oleh pejabat
penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut
yang anggarannya dibebankan pada APBD.




7. Pengurus Barang Pengguna

Pengurus barang pengguna ditetapkan oleh kepala daerah atas usul

pengguna barang. Pengurus barang pengguna mempunyai wewenang
dan bertanggung jawab sebagai berikut.

a.

b.

Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan pengang-
garan BMD.

Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD.

Membantu mengamankan BMD yang berada pada pengguna barang.
Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah-
tanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan.
Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain.

Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan
BMD.

Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota per-
mintaan barang.

Mengajukan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat penata-
usahaan barang pengguna.

Menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang
(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.
Membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.
Memberi label BMD.

Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan
pengguna barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan
pengecekan fisik barang.

Melakukan stock opname barang persediaan.

Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen ke-
pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan.

Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
pengguna barang dan laporan BMD.



r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti
oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.

Pengurus barang pengguna secara administratif bertanggung jawab
kepada pengguna barang dan secara fungsional bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat
penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi
administrasi, pengurus barang pengguna dapat dibantu oleh pembantu
pengurus barang pengguna yang ditetapkan oleh pengguna barang.
Pengurus barang pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

8. Pengurus Barang Pembantu

Kepala daerah menetapkan pengurus barang pembantu atas usul
kuasa pengguna barang melalui pengguna barang. Pembentukan pengurus
barang pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya. Pengurus barang pembantu berwenang
dan bertanggung jawab sebagai berikut.

a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD.
b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD.

d. Membantu mengamankan BMD yang berada pada kuasa pengguna
barang.

e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah-
tanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan.

f.  Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain.

g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan
BMD.

0



h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

i. Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang.

j.  Mengajukan SPB kepada kuasa pengguna barang.

k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.

I.  Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.

m. Memberi label BMD.

n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan
pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan
kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang.

0. Melakukan stock opname barang persediaan.

p. Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen ke-
pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan.

g. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
kuasa pengguna barang dan laporan BMD.

r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
pada pengguna barang melalui kuasa pengguna barang setelah
diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus
barang pengguna.

Pengurus barang pembantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa, atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
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GLOSARIUM

Adendum : ketentuan atau pasal tambahan, misalnya dalam akta.

Adminitrasi : usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi

Aktiva : (harta) kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain
yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud
secara nyata, seperti hak paten.

Akuntabilitas : pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai
pertanggungjawaban.

Amortisasi: penghapusan atau pernyataan tidak berlaku terhadap
surat-surat berharga yang nilainya telah dibayarkan kembali atau
telah hilang; penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau
penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut,
seperti kontrak atau jatah keuntungan (royalti) ke dalam pos biaya,
selama jangka (waktu) tertentu.

force majeur : Gagal menjalankan kewajibannya dikarenakan kejadian
yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.

Girik : merupakan status kepemilikannya berbentuk surat sebagai bukti
hak ‘penguasaan.



Inventarisasi : kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMD.

kahar : keadaan yang sewenang-wenang yang terjadi di luar kewenangan
manusia untuk menduganya terjadi. Karena tidak dapat diduga,
maka dengan sendirinya manusia tidak dapat mencegah atau
mengantisipasi kejadian tersebut.

Mutatis mutandis : perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Nomenklatur : merupakan sebutan yang bersifat ringkas untuk meng-
identifikasikan suatu jabatan. Perumusan nama jabatan mendasarkan
pada tindak kerja, bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja.

Otonomi : kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat.

Outsourcing : penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan.

stock opname : kegiatan perhitungan jumlah stok persediaan barang
dagang secara fisik dan menyesuaikannya dengan catatan akuntansi
dalam bisnis.

Supplier : pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk
bahan mentah kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan,
untuk kemudian diolah menjadi barang atau jasa tertentu.

Swakelola : pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi
sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga
sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga
upah borongan.

Tender : aktivitas jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu pihak
penyelenggara dan penyedia atau vendor.

Transparansi : keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan
timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi
yang akurat dan memadai.

Verifikasi : pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan
keuangan, dan sebagainya.
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